
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Pengukuran Kinerja TPID Terbaik Kabupaten/Kota 2025 

                                    Formulir Self Assessment 
                                               Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 

 

Kabupaten/Kota : KOTA JAYAPURA 
 

 
Kegiatan 

 
Kriteria 

 
Rekap Kegiatan (contoh) 

Nilai per- 
Kegiatan 
(a) 

Jumlah 
Kegiatan 
/Laporan 
(b) 

Bobot 
(c) 

 
Total 

(a) x (b) x (c) 

High Level Meeting 
(rapat koordinasi 
TPID dan/atau 
antar TPID, 
termasuk dengan 
pihak terkait 
lainnya) 

Rapat yang dilaksanakan dalam rangka 
mendukung stabilitas harga yang 
dipimpin oleh Walikota/Wakil 
Walikota/Bupati/Wakil Bupati. 

HLM TPID dipimpin Walikota/ Wakil 
Walikota; 

1. 17 Februari 2025 
2. 28 Februari 2025 
3. 4 Maret 2025 
4. 12 Juni 2025 
5. 11 Juli 2025 
6. 2 September 2025 
7. 8 September 2025 
8. 16 September 2025 
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Rapat yang dilaksanakan dalam rangka 
mendukung stabilitas harga yang 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

HLM TPID dipimpin Sekda: 
1. 19 Agustus 2025 
2. 25 Agustus 2025 
3. 18 Desember 2025 

 

5 3 

1 



 

Kegiatan Capacity 
Building (diinisiasi 
oleh TPID 
bersangkutan dan 
diperuntukkan 
kepada anggota 
internal TPID) 

Workshop atau studi banding dalam 
rangka mendukung upaya pengendalian 
inflasi. 

1. 25 September 2025 
2. 13 November 2025 

5 2 

Pelaksanaan 
kebijakan di 
daerah 

Seluruh produk kebijakan terkait 
pengendalian inflasi daerah yang 
diterbitkan oleh Gubernur / Wakil 
Gubernur / Sekretaris Daerah / Kepala 
OPD anggota TPID serta disertai dengan 
bukti yang menguatkan bahwa kebijakan 
tersebut adalah hasil koordinasi TPID 
dalam HLM. 

Produk hukum dan/atau kebijakan 
hasil Koordinasi TPID dalam HLM: 
1. Kesepakatan Bersama antara 

Pemerintah Kota Jayapura dan 
Pemerintahan Kabupaten 
Keerom tentang kerja sama 
Distribusi dan Pemasaran  
pangan tertanggal 13 April 
2023.Kerjasama berjalan 5 
Tahun  Periode 2023 – 2027 
yang mana tertuang dalam 
klausul Jangka waktu pasa pasal 
7 kesepakatan Bersama ini. 
Nomor: 521/237/X/2023 
Nomor : 520 / 339 / DP/ 
10/2023; 

2. PKS Kepala Dinas Perikanan 
Kota Jayapura dengan Ketua 
Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat UNHAS 
Nomor:523/445/IX/2025 dan 
4202/UN.1.7/PT.01.03.2025; 

3. PKS Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Kota 
Jayapura dengan Ketua 
Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat UNHAS 
Nomor:520/210/VIII/2025 
dan 
3543/UN.1.7/PT.01.03.2025; 

4. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/307/Tahun 
2025 tentang Harga Acuan  

6 18 10%  



 

Penjualan Kota Jayapura Tahun 
anggaran 2025; 

5. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/63/Tahun 
2025 tentang Penerima bantuan 
subsidi pertanian pasar murah 
dan penetapan nilai subsidi 
komoditas pertanian dalam 
rangka pengendalian Inflasi 
daerah di Kota Jayapura Tahun  
2025; 

6. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/267/Tahun 
2025 tentang kelompok 
Masyarakat/Petani penerima 
bantuan obat-obatan plastic 
mulsa dan mesin combine mini 
pertanian di Wilayah Kota 
Jayapura Tahun Anggaran 2025; 

7. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/234/Tahun 
2025 tentang Kelompok 
Masyarakat/petani penerima 
bantuan melalui kegiatan 
pemberdayaan Masyarakat 
dalam penganekaragaman 
konsumsi pangan berbasis 
sumber daya lokal pada 
kegiatan pelaksanaan 
pencapaian target konsumsi 
pangan perkapita /tahun sesuai 
dengan angka kecukupan gizi di 
wilayah Kota Jayapura Tahun 
Anggaran 2025; 

8. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/402/Tahun 
2025 tentang kelompok 
Masyarakat petani penerima 
benih/bibit ternak dan hijauan 
pakan ternak ayam broiler di 
Wilayah Kota Jayapura Tahun 
Anggaran 2025; 

9. Surat Keputusan Walikota 



 

Jayapura No. 188.4/340/Tahun 
2025 tentang satuan tugas 
ketahanan pangan Kota 
Jayapura Tahun Anggaran 2025; 

10. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/368/Tahun 
2025 tentang nelayan di Distrik 
Abepura – Kampung Nafri 
penerima bantuan hibah perahu 
Tahun 2025; 

11. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/388/Tahun 
2025 tentang nelayan Distrik 
Jayapura Selatan, Abepura, dan 
Muara Tami pada Kampun 
Tahima Soroma, Kampung 
Enggros dan Kampung Skouw 
penerima bantuan hibah motor 
tempel Tahun Anggaran 2025; 

12. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/389/Tahun 
2025 tentang Masyarakat 
Distrik Jayapura Selatan 
penerima hibah sarana 
budidaya ikan air payau/laut 
Tahun Anggaran 2025; 

13. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/255/Tahun 
2025 tentang Masyarakat 
Kampung Enggros Distrik 
Abepura penerima bantuan 
hibah Fish Apartment Attractive 
(Rumah Ikan) Tahun Anggaran 
2025; 

14. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/256/Tahun 
2025 tentang Orang Asli Papua 
penerima hibah bangunan 
bangsal pengolahan ikan di Kota 
Jayapura Tahun Anggaran 2025; 

15. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/111/Tahun 
2025 tentang sepuluh kampung 



 

adat penerima bantuan hibah 
pangan Cadangan pangan 
pemerintah daerah dan 
intervensi kerawanan pangan di 
Kota Jayapura Tahun Anggaran 
2025; 

16. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/287/Tahun 
2025 tentang Koperasi 
penerima bantuan hibah 
sembako di wilayah Kota 
Jayapura Tahun Anggaran 2025; 

17. Surat Keputusan Walikota 
Jayapura No. 188.4/290/Tahun 
2025 tentang Koperasi 
penerima bantuan hibah 
bangunan TPK, sembako dan 
meubeler di wilayah Kota 
Jayapura Tahun Anggaran 2025 

18. Instruksi Walikota Jayapura 
Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Pengaturan jam layanan 
pengisian bahan bakar minyak 
solar bersubsidi di Wilayah Kota 
Jayapura. 

 



 

 

Pengukuran Kinerja TPID Terbaik Kabupaten/Kota 2025          2 
 Penerbitan peraturan pelaksanaan yang 

berkaitan dengan pengendalian inflasi 
daerah, baik berupa Peraturan 
Perundangan, Surat Keputusan, Surat 
Edaran, MoU/PKS terkait KAD/stablisasi 
harga lainnya, dan peraturan lainnya, 
yang diterbitkan oleh Gubernur / Wakil 
Gubernur / Sekretaris Daerah / Kepala 
OPD anggota TPID. 

      

Surat Gubernur / Wakil Gubernur / 
Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota 
TPID kepada K/L atau pihak eksternal TPID 
terkait lainnya dalam rangka upaya 
pengendalian inflasi daerah. 

Surat kepada eksternal TPID: 
1. Surat Sekretaris Daerah No. 

511.2/0512/SET tentang 
dukungan pasar murah Tahun 
2025 kepada APRINDO; 

2. Surat Sekretaris Daerah No. 
500/0596/SET tentang 
Permintaan data harga kepada 
BPS Kota Jayapura; 
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Laporan Triwulanan 
TPID 

Sebagaimana diatur Permenko No. 10 
tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata 
Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID 
Kab/Kota menyampaikan laporan 
triwulanan yang meliputi: 

1) Perkembangan inflasi daerah 
(IHK) dan/atau perkembangan 
harga bapokting, barang lainnya 
dan jasa serta risiko ke depan 
(non-IHK) 

2) Identifikasi permasalahan 
pengendalian inflasi di daerah 

3) Pelaksanaan kebijakan 
pengendalian inflasi di daerah 

4) Evaluasi kebijakan pengendalian 
inflasi di daerah 

5) Rekomendasi kebijakan 
pengendalian inflasi di daerah 

1) Triwulan 1 2025 
2) Triwulan 2 2025 
3) Triwulan 3 2025 
4) Triwulan 4 2025 

25 4 5%  

Keterangan: Total nilai memperhatikan maksimum total nilai per komponen
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 KOMPONEN 

    KOORDINASI 
 



  

 

 

      

                   Jayapura,  13 Februari 2025  

 

 
 
       Kepada 
Yth. ………………………………………… 
       .……………………………………....... 
       Di_ 
            J A Y A P U R A 

 Menindaklanjuti Radiogram Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025  Nomor : 500.2.3 / 731 /SJ  
dengan agenda  Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan 
Pembahasan persiapan Angkutan  Lebaran Tahun 2025,Dan Untuk Pembahasan tindak lanjut di Kota 
Jayapura maka, kami mohon kehadiran bapak / Ibu Pimpinan untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan 
pada : 

Hari / Tanggal   : Senin, 17 Februari  2025  
Jam    : 14.00 Wit  s/d Selesai 
Tempat   :  Ruang Rapat Walikota  
Pimpinan Rapat  : Walikota Jayapura 

Demikian disampaikan atas Perhatiannya  kami sampaikan terima kasih. 

                                                               a.n. WALIKOTA JAYAPURA 

                                                                 Plt. SEKRETARIS DAERAH 

                                                                   
EVERT NICHOLAS MERAUJE,S.Sos.,M.Si. 

                                                               PEMBINA UTAMA MUDA 
                                                                                                         NIP. 19690319 199610 1 001 
Tembusan : 

1. Walikota Jayapura ( Sebagai laporan) 
2. Arsip 

Nomor  : 005 / 0534/SET 
Lampiran : - 
Perihal  : Rapat Koordinasi Tim 

 Pengendalian Inflasi Daerah. 



  

 

 

 Hari/Tanggal : Selasa 17 Februari 2025 

Pukul :  14.00 Wit – Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Walikota 

Pimpinan Rapat : Walikota Jayapura 

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura  

 

I. Dasar Hukum : 

Menindak lanju, Rapat Inflasi   Nomor: 500.2.3/731 / SJ   Perihal : Rapat Koordinasi 

Pengrndalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan pembahasan persiapan 

Angkutan lebaran  Tahun 2025, 

II. Peserta Rapat : 

1) Asisten II 
2) Kapolresta Jayapura 
3) Dandim Prov Papua 

4) Bappeda Kota Jayapura 

5) Dinas Perikanan Kota Jayapura 

6) Dinas Perhubungan Kota Jayapura  

7) BPS Kota Jayapura 

8) Dinas Perindagkop Kota Jayapura 

9) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura 

10) Kepala BPS Kota Jayapura 



  

  

Ucapan dan Salam  

Pj. WALIKOTA : Maksud dari Pembahasan kita hari ini adalah terkait Koordinasi Pengrndalian 

Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan pembahasan persiapan 

Angkutan lebaran  Tahun 2025,sesuai dengan arahan Mendagri pada 

Zoom  tadi,dan saya mohon informasi dari masing _ masing OPD untuk  

memberikan informasi terkait stok  pangan  menjelang lebaran dan 

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah oleh 

Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian dan sedangakan Dinas 

perindagkop dan UKM  terkait Distributor dan Harga di pasar moderen dan 

pasar tradisional  perIndagkop sedangkan untuk informasi terkait  

Perhubungan  terkait mudik an lalulintas di Kota Jayapura. 

Kepala Bappeda : Ijin Pimpinan melaporkan dari Bappeda sebagai secretariat TPID Kota 

Jayapura ,bahwa upaya yang telah dilakukan adalah Pelaksanaan Rapat 

–rapat Kooordinasi yang di harapkan di pimpin  oleh Pimpinan Daerah 

selaku pengambil kebijakan dan penilaian Kinerja TPID Aword 

,pelaksanaan Pasar murah yang akan dilaksanakan pada 5 Distrik dan 25 

Kalurahan dan kampung yang ada di dalam Kota ,kampung Waena dan 

Kampung Yoka, di jadwalkan sebanyak 48 kali yang komoditasnya  sekitar 

13 Komoditas yang di berikan subsidi 30 % - 40 % antara lain Ikan Ekor 

kuning,ikan cakalang,ikan tongkol,Ikan Kembung,Udang, Daging Sapi, 

Ayam lokal, Telur ayam lokal, cabai, tomat, Bawang merah, Bawang putih 

da nada juga berupa paket yang di jual dengan harga Rp 75.000/ Kantong 

dengan isi Beras Premium 5 kg,Gula 1 kg,dan minyak goreng (1 liter) 

.untuk menjelang hari Raya keagamaan di pelaksanaan sebanyak 6 kali 

kegiatan pasar murah untuk Bulan Februari dan Maret 2025 ,upaya yang 



  

kedua yang dilaksankan adalah melaksanakan Sidak pada Pasar moderen 

dan pasar tradisional ,Gerakan menanam Cabe dan Bawang merah 

sebagai komoditas penyumbang Inflasi,dan memperbaiki infrastruktur 

saluran irigasi pertanian. 

Pertanian : Harga bahan makanan seperti cabe,telur dan cabe rawit,bawang 

merah,bawang putih masih tergantung pada daerah diluar 

Papua,contohnya bawang putih  dan merah dari makasar,karna stok dari 

petani di Kota Jayapura terbatas ,dan untuk bawang putih tdk cocok di 

tanam di muaratami pada mati.sehingga kalau ketrlambatan Stok 

mengakibatkan harga Stok  komoditas tinggi,dan kendala yang kedua 

adalah musim hujan  yang menyebabkan stok berkurang. 

Perindagkop: Ijin melaporkan pimpinan bahwa kami dari Dinas telalh melakukan 

pengmbilan data harga setiap hari rabu dan melakukan pengawasan bagi 

pedagang  di pasar tradisional,dan sebagai  hasil pantauan kami bahwa 

harga cabe dan cabe rawit serta beras masih mengalami kenaikan 

,sedangkan Beras SPHP akan menunggu waktu pengiriman ke Kota 

Jayapura sebelum hari Raya Idul Fitri 

Perhubugan : Program Dinas Perhubungan Kota Jayapura melaksanakan posko pada 

titik rawan dan pusat keramaian menjelang hari raya lebaran / Idul Fitri  

Tahun 2025 

Kapolresta: Dalam rangka menjelang Idul Fitri Poltresta kota jayapura khususnya 

Dirlantas Polda Papua ,bersama Dinas Perhubungan Kota Jayapura  di 

awali dengan apel gelar pasukan dalam rangka operasi keselamatan  

Cartens 2025 ,Polda Papua melaksnakan apel serentak se Indonesia 

dilaksanakan pada 10 Februari 2025 . 



  

Dandim       : Kami dari TNI juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

pengamanan situasi kamtikmas di Kota Jayapura di tempat – tempat  

tempat yang rawan dan membangun Pos Keamanan serta ada Patroli 

keliling yang di lakukan setiap hari sampai memasuki Hari raya dan 

berakhirnya hari Raya Idul fitri. 

Pj Walikota : Dari  OPD teknis yang sudah menyampaikan terkait harga dan kendala 

lapangan an juga dari Kapolresta yang telah berkolaborasi dengan Dinas 

Perhubungan  untuk menjaga lalulintas  trimakasih ,untuk TPID Kota 

Jayapura agar bisa mencari lokasi yang  warga muslimnya banyak agar 

mereka bisa berbelanja dengan harga yang terjangkau . 

 KESIMPULAN : 

1. Kesiapan Stok menjelang hari Raya Lebaran perlu  kita perhatikan terutama dgn kregitaan pasar 
murah pada tempat – atau lokasi yang banyak warga muslimnya ,sehingga membantu dengan 
harga yang terjangkau. 

2. Keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya perlu dilakukan ,agar masyarakat merasa nyaman 
dalam melaksankan hari Raya Idul  Fitri  

                 Notulis, 

            KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI 
            BAPPEDA KOTA JAYAPURA 

 
               DEASY KRESNA KAAF,SE 
            NIP.19761213 2002122004 
 

 Pimpinan Rapat 

 

                                                           Pj.Walikota Jayapura 



  

      

DOKUMENTASI RAPAT TPID 17 FEBRUARI 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK PJ. WALIKOTA 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DOKUMENTASI RAPAT TPID 28 FEBRUARI 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK PJ. WALIKOTA 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota 

Jayapura Hari/Tanggal : Selasa, 04 Maret 2025 

Pukul : 13.00 WIT – Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Walikota 

Pimpinan Rapat :  Walikota Jayapura 

 

 
III. Dasar Hukum : 

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 04 Maret 2025 yang dipimpin oleh Sekjen 

Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram 

Mendagri. 

IV. Peserta Rapat : 

1) Walikota Jayapura 

2) Asisten Bidang Pembangunan Dan Kesra 

3) Inspektur Kota Jayapura 

4) Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura 

5) Kepala Bappeda Kota Jayapura 

6) Kepala BPS Kota Jayapura 

7) Kepala Dinas PUPR dan KP Kota Jayapura 

8) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura 

9) Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura 

10) Kepala BBPOM di Jayapura 

11) Kepala Dinas Perindagkop  dan UKM Kota Jayapura 
12) Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua 

13) Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura 

14) Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura
 

 

 



  

 
                        

                       Keterangan: rapat dipimpin oleh Bapak Walikota Jayapura 

V. Arahan Asisten II Pembangunan 

- Ucapan salam 

- Diskusi 

- Ibu Asisten II 
Salam  
Baik selamat siang buat kita semua ,yang kami Hormati Bpk Walikota dan beserta 
pimpinan OPD atau yang mewakili ,ijin melaporkan  bapa Walikota ,kami tadi telah 
mengikuti ZoomInflasi yang dilakukan oleh Mendagri  bersama – sama beberapa OPD 
.Ada beberapa hal yang perlu menhadi perhatian untuk Daerah Kab/Kota terkait Program 
Prioritas yang mana daerah harus melaporkan perkembangan pembangunan bahkan 
kegiatan di lapangan,dan upaya upaya pengendalian inflasi di daerah serta dukungan 
Pemerintah terkait 3 Juta rumah .  

- Sekolah Garuda 
Informasi untuk sekolah Garuda  nanti mama Walikota yang urus ,di harapkan untuk 
Pendidikan untuk Laporkan ke Kementrian, sekolah ini tanggung jawab Daerah dan 
biayanya dari mana. 
 

- Dinas Perindagkop : 
Walikota Jayapura   : Pemerintah Kota Jayapura kita harus mempersiapkan  program –

program Pemerintah Pusat yang menjadi pusat  program nasional 
sudah sejauh manana OPD bereja dan menyampaikan progress 
perkembangannya .untuk MBG ,Dinas Ketahanan pangan dan 
pertaian harus mempiunyai kebutuhan data pangan dalam 
memenuhi kebutuhan MBG di Kota Jayapura ,sehingga kekurangan 
dapat di tambahkan dari kabupaten lain ./artinya bahwa  kita 
membantu petani kita sehingga hasil panen mereka dapat di 



  

pergunakan langsung ,tanpa harus menjual ke pasar misalnya 
cabe,bawang merah ,sayur mayur dll. 

 
 

Asisten II              :    Dalam rakor inflasi yang di sampaikan oleh kemendagri  terkait  
dengan Anggaran BTT yag di gunakan alam upaya–upaya dalam 
pengendalian  inflasi daerah khususnya untuk Koerasi merah putih. 

 

Walikota jayapura    : Usahakan tanah tidak bermasalah daslam pembangunan Program 
prioritas   Nasional ,bila ada kendala perlu dilaporkan kepada 
pimpinan.  

 

Perindagkop  : Dan Stok  dari Distributor telah menyiapkan,beras dan kebutuhan 
lainnya  menjelang ramadhan dan idul Fitri. selanjutnya terkait     
koperasi merah putih ,dan sementara masih koordinasi ke BPMK 
kampung – kampung mana yang sudah aplot  persyaratan ,dari 25 
kelurahan .yang akan di biayai dengan dana BTT ( Bantuan tak terduga 
dalam pengurusan Akta Pendirian Koperasi). 

 

Walikota Jayapura : Usakahan administrainya di buat,anggotanya nya berapa masukkan  
saja, yang penting badan hukum ada duluperlu koordinasi lagi apakah 
koperasi perlu bayar pajak atau tidak dan pembangunannya  perlu 
ijin.  Tolong di perhatikan untuk IMB sebelum ijin di kasih bisa survey 
lapangan   untuk melihat kondisi bangunan apa sesuai dengan aturan 
yang di  buat oleh Pemerintah Kota Jayapura,kalau tidak berate bisa 
pembayaran denda,artinya bahwa pengawasan sangat penting di 
lakukan. 

 
 Permohonan yang masuk kalau tidak sesuai RTRW maka dengan 

sendirinya aplikasi yang menolak, karna daerah pertanian atau 
perikanan,mungkin bisa di bantu dari revisi RTRW supaya bisa berubah 
fungsi lahan. Pada saat rapat developer sudah tau karna ada berita 
acaranya, daerah mana saja yang tidak bisa di bangun.  

 IMB yang sudah di selesaikan yaitu Jayapura utara, Jayapura selatan dan 
Abepura ada tiga Distrik, dalam tahapKP1, dalam konsultasi publik 
semua stakeholder memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk 
daerah pertanian, jayapura utara, Heram. Dan akandi masukkan dalam 
KP2 agar tidak ada lagi kekurangan, untuk rencana tata ruang. 

Bappeda             :    Ijin melaporkan bahwa untuk kegiatan  atau upaya- upaya pemerintah  
salah satu yang dilakukan oleh Sekretariat TPID adalah melaksanakan 
gerakan pasar murah sebanyak 48 kali yang di laksanakan pada 5 Distrik 
dan 25  Kelurahan  dan kampung Komoditas yang di subsidi bawang merah 
,cabai ,Tomat,B.putih,Telur lokal,ayam Lokal,ikan cakalang,Ikan Ekor 
kuning.  

 

                   Walikota           :  pasar murah harus di jadwalkan secara baik pada lokasi –lokasi yang kurang 
sekali ekonominya, sehingga mereka bisa merasakan dampak dari Pasar 



  

murah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura ,bukan pedagang yang 
datang berbelanja dan jual kembali dengan harga yang mahal, pihak 
kelurahan harus memperhatikan warganya yang kurang mampu untuk Kota 
Jayapura,untuk Kota Jayapura apakah sudah bekerja semua   atau tidak. Di 
harapkan untuk OPD- OPD memberikan laporan  ke Wakil Walikota untuk 
Rakor Inflasi berikutnya 

 

Pertanian       :      Kami dari Dinas Ketahanan pangan dan  pertanian mengambil beberapa 
petani untuk di berikan subsidi pada komoditas pangan yang akan di jual 
pada pasar murah yang dilaksanakan pada TPID Kota Jayapura  

 
ASisten II :ijin melaporkan juga terkait program  Prioritas yang di laksanakan di 

Pemerintah Kota Jayapura ,untuk dapat melaporkan ke kementrian  antara 
lain makan gratis,sekolah garuda ,Koperasi merah putih,kesehatan 
gratis,sekolah rakyat, untuk makan gratis  dilaksanakan oleh yayasan ,dan 
perlu perhatian dari OPD teknis untuk turun lapangan untuk melihat 
perkembangan dari  prioritas presiden .  

 
 

KESIMPULAN : 
1. OPD Teknis yang melaksanakan  Program Prioritas Nasional agar mngerjakan dengan baik dan 

sesuai Juknis. 
2. Pelaksanaan Pasar murah harus tetap di laksanakan tetapi memperhatikan daerah daerah 

yang ekonomi nya kurang agra mereka dapat membeli dengan harga yang murah . 
3. Program makan gratis  dari dinas dapat mendatakebutuhan pangan di kota jayapura untuk 

dapat  memenuhi kebutukan makan gratis di Kota Jayapura ,dan memperhatikan 
kebersihannya. 

4. Pengendalian Inflasi  harus dapat di lakukan dengan mendapat data dari BPS untuk di 
selesaikan melalui program kegoitan di OPD teknis. 

5. Perlu  perhatian untuk Pebangunan Prioritas muntuk melapor di lapangan perkembangan 
pekerjaan .  

     

                                                                                                                        Notulis, 

            KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI 
            BAPPEDA KOTA JAYAPURA 

      

                           DEASY KRESNA KAAF, SE 
                         NIP. 19761213 20022 004    
           PIMPINAN RAPAT 
          WALIKOTA JAYAPURA 
           SELAKU KETUA TPID 
 

 
            ABISAI ROLLO,SH,MH 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



  



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

                           

                                 Pimpinan Rapat, 

                     WAKIL WALIKOTA JAYAPURA  

 

                   Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota 

Jayapura Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2025 

Pukul : 09.00 WIT – Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Walikota 

Pimpinan Rapat : Wakil Walikota Jayapura 

 

 
I. Dasar Hukum : 

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 11 Julii 2025 yang di pimpin oleh Sekjen 

Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas 

Radiogram Mendagri Nomor : T. 000 1. 5 /6277 SET /SJ perihal rapat koordinasi 

pengendalian inflasi. 

II. Peserta Rapat : 

a. Wakil Walikota Jayapura 

b. Asisten II Pembangunan dan Kesra 

c. Satrol Lantamal X 

d. Inspektorat 

e. Kepala Bappeda Kota Jayapura 

f. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura 

g. Kepala Dinas Perindagkop  dan UKM Kota Jayapura 

h. Kepala D i n a s  S o s i a l  Ko t a  J a y a p u ra  

i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura 

j. Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura 

k. Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura 



 

l. Kepala Bagian Hukum  

m. Kepala Bagian Pemerintahan 
 

III. Arahan Bapak Wakil Walikota 

- Ucapan salam 

- Diskusi 

- Bapak Walikota 
Selamat siang, syallom 
Asalawalaikum semua 
Baik sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang kami hormati yang mewakili dari BPS 
Kota Jayapura yang selalu setia dengan kami di kota Jayapura, kami hormati Tim TPID, 
dari Dinas Pertahanan dan UKM hadir  
Badan Keuangan perlu siapkan syarat nya untuk tahun pertama saja, pada tahun ke2 
sudah lepas tanggung jawab.Perlu di perhatikan Juknis/SOP nya, bila dari pusat minta 
untuk jangka panjang berarti Pemerintah Kota Jayapura akan lepas tangan, kalau jangka 
pendek berarti berapa tahun. Guru-guru yang kita pakai apakah guru-guru yang lama atau 
guru-guru baru, kalau mereka rekrut paling tidak OAPnya berapa. 
 

a. Sekolah Garuda 
Informasi untuk sekolah Garuda  nanti mama Walikota yang urus ,di harapkan untuk 
Pendidikan untuk Laporkan ke Kementrian, sekolah ini tanggung jawab Daerah dan 
biayanya dari mana. 

b. Dinas Perindagkop 
  Mengenai Koperasi merah putih, dengan Pemberdayaan Kampung untuk 25 Kelurahan  

     dan 14 Kampung, baru 1 yang masuk di kementrian Hukum 13 Kampug yang belum. 
  Wakil Walikota : Di harapkan minggu ini semua persyaratan untuk Notaris Koperasi 

sudah masuk, sebab tanggal 12 Juli 2025 Secara Nasional di Louncing, 
upayakan pakai gedung yang ada dulu sementara misalnya pos yandu, 
dipakai untuk cet merah putih, upayakan bangunan Koperasi harus klir. 
Nanti Dinas Perindagkop melaporkan berapa yang sudah ada 
bangunan, berapa Koperasi yang sudah ada pengurus, berapa yang 
sudah mengurus akta pendirian koperasi,di harapkan dalam minggu ini 
sudah ada laporan di Kementrian karena akan di abdet secara 
Nasional. Kota Jayapura baru 1 Laporan, sedangkan Kabupaten 
Jayapura sudah 100 %. Koperasi ini bisnis perlu pengelolaan atau 
transaksi ,kalau tidak di kelola dengan baik oleh orang yang profesional, 
harus pendapatanya besar dari pada pengeluaran. Contoh : Ketika kita 



 

beli beras 14 Juta dan kita jual, paling tidak laku 16 juta untung 2 Juta 
jadi rugi laba jelas ada pendapatan . Kalau kita kasih Koperasi untuk 
orang kampung yang kelola tidak akan berjalan karna kita masih punya 
budaya utang karna keluarga, makanya kita tidak bisa maju dalam 
berdagang, koperasi tetap ada pengurus tetapi ada orang yang kelola 
khusus koperasi, Perindagkop yang mengatur manajemennya, kalau 
mau buat unggulan kampung jangan orang di kampung yang kelola, 
program Walikota dan Wakil Walikota untuk tahun ini akan mengelola 
Potensi Pertanian dan Perikanan di Kota Jayapura, artinya bahwa 
masyarakat sebagai pemilik, modal dari Pemerintah, yang gaji petugas 
dari Pemerintah, nanti panennya masyarakat, dan pemerintah tinggal 
potong bersihnya ke masyarakat, diupayakan 1 bulan 2 kali, sehingga 
masyarakat pelaku usaha ada uang terus, begitu juga kalau koperasi 
sudah berjalan ambil  beras, minyak goreng dilakukan di koperasi saja 
oleh anggota koperasi.  Pemberdayaan Kampung,Bagian Hukum,Dinas 
Perindagkop untuk bertanggung jawab pada pendirian Koperasi merah 
putih, cek  drafnya koperasi secara baik apa sudah sesuai atau belum, 
semua warga di kampung harus jadi anggota Koperasi ,supaya semua 
berbelanja di Koperasi, tetapi tidak menggugurkan koperasi yang ada. 
Dan harganya harus turun dari harga toko. Koperasi  miliknya rakyat dan 
Pemerintah perlu subsidi.  Untuk simpanan pokok koperasi supaya bisa 
koordinasi dengan kampung/BPMk  apakah bisa secara aturan untuk 
membantu anggota Koperasi dalam bentuk simpanan pokok koperasi, 
misalnya 70 kk  X 200.000 

Asisten II              : Dalam rakor inflasi yang di sampaikan oleh Mentri Keuangan terkait  dengan  

Wakil Walikota   : Kita harus membaca aturan apakah modal yang di kasi itu di Pinjamkan 
modal dari koperasi merah putih, di minta bahwa pencairan dana 
kampung di tahap ke II ini bisa di ajukan untuk modal awal Koperasi. Ke 
koperasi atau tidak, yang di maksudkan apakah kita bisa dapat dana gratis. 
Bisa dicarikan nomen klatur pemberdayaan koperasi, pemberdayaannya 
berapa untuk bantuan modal awal koperasi misalnya 24 juta tetapi yang 
punya adalah masyarakat, bentuk usahanya apa, administrasi di buat baik 
bantuan modal tidak lagi membebanni masyarakat, simpanan wajib, 
setelah barang laku bisa di ambil untuk pembiayaan simpanan wajib 
anggota. sehingga dari usaha koperasi warga bisa ada perhitungan rugi 
laba dan setiap tahun warga mendapat SHU nya. Kalau Koperasi berjalan 
dengan baik, koperasi dapat meminjam uang pada bank. 

 



 

Kabid Koperasi  : Terkait dengan koperasi untuk kampung nafri sudah di buat akta  
koperasinya,dan sementara masih koordinasi ke BPMK kampung – kampung 
mana yang sudah aplot  persyaratan ,dari 25 kelurahan tinggal 2 kelurahan yang 
belum kelurahan awiyo dan kelurahan trikora,yang lainnya sudah meneruskan 
berkasnya ke perindagkop.  

 

Wakil Walikota  : Usakahan administrainya di buat,anggotanya nya berapa 
masukkan saja,yang penting badan hukum ada duluperlu koordinasi lagi 
apakah koperasi perlu bayar pajak atau tidak dan pembangunannya  perlu ijin 
IMB 

BPMPTSP  :  untuk pembangunan Pemerintah tetap IMB nya di buat. 

§ Wakil Walikota   : Tolong di perhatikan untuk IMB sebelum ijin di kasih bisa survey 
lapangan   untuk melihat kondisi bangunan apa sesuai dengan aturan yang di buat 
oleh Pemerintah Kota Jayapura,kalau tidak berate bisa pembayaran denda,artinya 
bahwa pengawasan sangat penting di lakukan. 

§ BPG apakah untuk lokasi pembangunan di hibahkan ke pusat atau seperti apa 
aturannya. 

§ 3000 juta rumah adalah prioritas Presiden ,dan apakah kita Pemerintah Kota 
jayapura sudah ada perwal atau belum  dan 3000 rumah sudah ada yang 
mengurus  atau blm. 

§ Dana Koperasi bisa di ambil di BTT dan dana kampung ,Bappeda perlu hitiung 
transaksi jual belinya bagaimana. 

§ Sekolah rakyat sudah ada lokasinya 10 H, tetapi perlu di pelajari juknisnya, 
sistemnya bagaimana,apakah pinjam pakai, atau di hibahkan kepada pemerintha 
pusat, kalau hibah bagaimana modelnya,  

§ di cek lokasinya masuk RTRW Kota Jayapura atau tidak, dan sekarang terkendala 
sama BWS (Direktorat Irigasi dan Rawa, blm memberikan rekomendasi untuk ahli 
fungsi  dinas yang mengurus ( Bappeda,Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian,PUPR) 

§ Lokasi Sekolah rakyat sudah ada  
§ lokasi Sekolah SMA Unggulan garuda sudah ada di Koya yang akan di kelola oleh ( 

Ketua PKK). 
Pendidkan                 :   Kalau Sekolah unggulan SMA  Garuda  sama dengan sekolah rakyat  yang 

berlokasi di Koya. 
 



 

     Wakil Walikota    : Bagaimana dengan PU apakah perlu di buat perijinan untuk sekolah rakyat 
dan sekolah unggulan garuda, dan koordinasi dengan Bappeda      untuk 
3000 rumah. 

 PUPR                  : BPG kami menyiapkan semua permohonan yang masuk,selama mereka 
belum peruntukan ruang harus di lihat pemilikan. Hampir semua lahan di 
Muaratami adalah lahan pertanian dan perikanan.Permohonan yang 
masuk kalau tidak sesuai RTRW maka dengan sendirinya aplikasi yang 
menolak, karna daerah pertanian atau perikanan,mungkin bisa di bantu 
dari revisi RTRW supaya bisa berubah fungsi lahan. Pada saat rapat 
developer sudah tau karna ada berita acaranya, daerah mana saja yang 
tidak bisa di bangun. IMB yang sudah di selesaikan yaitu Jayapura utara, 
Jayapura selatan dan Abepura ada tiga Distrik, dalam tahapKP1, dalam 
konsultasi public semua stelkoder memberikan masukan sebanyak-
banyaknya untuk daerah pertanian, jayapura utara, Heram. Dan akandi 
masukkan dalam KP2 agar tidak ada lagi kekurangan, untuk rencana tata 
ruang. 

 
Bagian Hukum  :  Penyesuaian dari RTRW fungsi lahan yang sudah berubah harus tercantum 

RDTR dan belum ada RTRW yang menjelaskan tentang pengalihan fungsi 
lahan maka ijin tidak akan bisa keluar. 

Bappeda        :   Sesuai dengan RDTR  wilayah distrik Abepura dan Jayapura   selatan, sedangkan 
untuk RTRW yang masih revisi,dan masalah sekarang ada I BWS. Bappeda 
sudah menyurat ke  BWS yang kedua kalinya dan belum mendapat 
Rekomendasi bahkan komunikasi juga terputus.mungkin ada kebijakan pa 
Wakil untuk mengundang BWS lagi. 

Wakil Walikota  : Ada program Presiden tentang kesehatan gratis,kita di minta laporan  untuk 
Kota Jayapura,untuk Kota Jayapura apakah sudah bekerja semua   atau 
tidak.Di harapkan untuk OPD- OPD memberikan laporan  ke Wakil                  
Walikota untuk Rakor Inflasi berikutnya. 

 
Kesehatan  : 14 Puskesmas sudah jalan  kesehatan gratis dan 1 klinik ,artinya kalau 

kesehatan gratis tidak jalan dana BMK tidak di turunkan karna merupakan satu 
syarat  dan kesehatan gratis sudah rutin dilaksanakan.Dan untuk gizi akan 
berkoordinasi kebagian gizi di 14 Puskesmas dan akan berkolaborasi dengan 
MBG. 

Wakil Walikota  : Dinas Kesehatan,Pendidikan tinjau lokasi siapa yang punya. 
 
Pendidikan  :Lokasinya sudah siap tiga titik,Jayapura Utara,Jayapura selatan, Muaratami. 



 

Asisten II : Program makan gratis dilaksanakan oleh yayasan ,milik Papua Kasih yang 
berlokasi di Muaratami samping jembatan Holtekamp dan badan gizi 
Nasional sudah memverikasinya,Namun untuk Distrik Heram dan Distrik 
Abepura mereka terhenti karena ada evaluasi untuk kelayakan dapur sehat 
itu tidak memenuhi syarat kesehatan. 

 

KESIMPULAN : 
1. Program Prioritas Presiden  untuk 3 juta rumah sudah dilaksanakan ,dan perwal sudah 

di buat untuk memenuhi ketentuan membangun berdasarkan RTRW. 

2. Program Pemeriksaan Gratis sudah dilaksanakan di 14 Puskesmas dan 1 Pustu di Kota 
Jayapura. 

3. Program SMA Unggul Garuda (SUGAR)  lokasi  sudah di siapkan oleh Pemerintah Kota 
Jayapura.  

4. Program Sekolah Raykat Lokasi sudah di siapkan oleh Pemerintah Kota Jayapura  

5. Program Koperasi merah putih  dari 14 kampung, ada  4 kampung yang sudah membuat 
akta pendirian koperasi antara lain kampung Nafri dan Holtekam dan 25 Kelurahan 
masih ada 2 kelurahan yang belum  masukkan dalam Aplikasi  (Kelurahan Awiyo dan 
Kelurahan Trikora). 

6. Makan bergizi gratis yang berjalan milik dari yayasan Papua Kasih, yang sudah 
memferifikasi  lokasi di Muaratami samping jembatan Holtekamp, sedangkan yang ada 
di  Distrik Heram dan Distrik abe mereka terhenti karena ada evaluasi untuk kelayakan 
dapur sehat itu tidak memenuhi syarat kesehatan. 

 
 

            Notulis, 
            KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI 
            BAPPEDA KOTA JAYAPURA 

  
                           DEASY KRESNA KAAF, SE 
                         NIP. 19761213 20022 004    
                              Pimpinan Rapat, 

                     WAKIL WALIKOTA JAYAPURA  

 

                   Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM 



 

 

DOKUMENTASI RAPAT TPID 11 JULI 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK WAKIL WALIKOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Agustus 2025 



 

                                  

                                                

 Hari/Tanggal : Selasa 19 Agustus  2025 

Pukul :  14.00 Wit – Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Walikota 

Pimpinan Rapat : Sekretaris Daerah 

 

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura  

 

I. Dasar Hukum : 

Undangan rapat inflasi daerah no. 500.2.3/1268 SET 

II. Peserta Rapat : 

a. BPS Kota Jayapura 
b. Bappeda Kota Jayapura 

c. BPS Kota Jayapura 

d.  Dinas PUPR Kota Jayapura 

e.  Dinas Perindagkop Kota Jayapura 

f.  Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura 

  

Ucapan dan Salam  

SEKRETARIS DAERAH : Kita Perlu mendapat informasi dari kita semua yang hadir terkait data 

pengendalian dan upaya yang dilakukan dan yng belum di lakukan  

serta OPD pelaksana Program Prioritas Nasional yang pertama kita 

dengar dari  BPS Kota Jayapura  terkait data Komoditas Inflasi  



 

BPS Kota JPR   : Inflasi Nasional bulan Agustus 2025 ,Inflasi Tahunan  2,31%, Inflasi 

Bulanan -0.08% , Inflasi Tahun Kalender 1,60%, sedangkan Inflasi 

untuk Kota Jayapura IPM Kota Jayapura 81,98 ,Gini Ratio Kota 

Jayapura0,293,Inflasi Tahunan 0,54 %,Inflasi Bulanan,-9.93 % 

,Inflasi Tahun Kalender -0.72%. Penyumbang Inflasi tertinggi bulan 

Agustus 2025, Beras, Angkutan Laut,Bawang Merah,Sirih,Cabai 

Rawit. 

Kepala Bappeda : Ijin Pimpinan melaporkan dari Bappeda sebagai sekretariat TPID Kota 

Jayapura ,bahwa upaya yang telah dilakukan adalah Pelaksanaan Rapat 

–rapat Kooordinasi yang di harapkan di pimpin  oleh Pimpinan Daerah 

selaku pengambil kebijakan dan juga ketua TPID ,MOU dengan Pemda 

penghasil komoditi  Holtikultura ( Kab.Keerom ).dan penilaian Kinerja 

TPID Aword ,pelaksanaan Pasar murah yang akan dilaksanakan pada 5 

Distrik dan 25 Kalurahan dan kampung yang ada di dalam Kota ,kampung 

Waena dan Kampung Yoka, di jadwalkan sebanyak 48 kali yang 

komoditasnya  sekitar 13 Komoditas yang di berikan subsidi 30 % - 40 % 

antara lain Ikan Ekor kuning,ikan cakalang,ikan tongkol,Ikan 

Kembung,Udang, Daging Sapi, Ayam lokal, Telur ayam lokal, cabai, 

tomat, Bawang merah, Bawang putih da nada juga berupa paket yang di 

jual dengan harga Rp 75.000/ Kantong dengan isi Beras Premium 5 kg, 

Gula 1 kg,dan minyak goreng (1 liter) .untuk menjelang hari Raya 

keagamaan di pelaksanaan sebanyak 6 kali kegiatan pasar murah untuk 

Bulan Februari dan Maret 2025 ,upaya yang kedua yang dilaksankan 

adalah melaksanakan Sidak pada Pasar moderen dan pasar tradisional 

,Gerakan menanam Cabe dan Bawang merah sebagai komoditas 

penyumbang Inflasi,dan memperbaiki infrastruktur saluran irigasi 

pertanian. 



 

 

Pertanian : Harga bahan makanan seperti cabe,telur dan cabe rawit,bawang 

merah,bawang putih masih tergantung pada daerah diluar Papua,contohnya 

bawang putih  dan merah dari makasar,karna stok dari petani di Kota 

Jayapura terbatas ,dan untuk bawang putih tdk cocok di tanam di muaratami 

pada mati.sehingga kalau ketrlambatan Stok mengakibatkan harga Stok  

komoditas tinggi,dan kendala yang kedua adalah musim hujan  yang 

menyebabkan stok berkurang. 

          Perindagkop:    Ijin melaporkan pimpinan bahwa kami dari Dinas telah melakukan pengmbilan 

data harga setiap hari rabu dan melakukan pengawasan bagi pedagang  di pasar 

tradisional,dan sebagai  hasil pantauan kami bahwa operasi merah putih ,dan dan 

sementara masih koordinasi ke BPMK kampung – kampung mana yang sudah 

aplot  persyaratan ,dari 25 kelurahan .yang akan di biayai dengan dana BTT ( 

Bantuan tak terduga dalam pengurusan Akta Pendirian Koperasi). 

 

Dinas PUPR : IMB yang sudah di selesaikan yaitu Jayapura utara,Jayapura selatan dan Abepura 

ada tiga Distrik,dalam tahapKP1 ,dalam konsultasi public semua stelkoder 

memberikan masukan sebanyak –banyaknya untuk daerah pertanian ,jayapura 

utara,Heram.dan aka ndi masukkan dalam KP2 agar tidak ada lagi kekurangan, 

untuk rencana tata ruang. 

 

 

 

 

 

 



 

      KESIMPULAN : 

1) Perlu kita perhatikan untuk upaya –upaya yang belum kita lakukan  BTT untuk Koperasi segera 
di realisasikan  untuk pengurusan Koperasi merah putih dan Perindagkop terus berkoordinasi 
dengan kementrian Koperasi,Juknisnya seperti apa yang akan di lakukan di daerah ,sehingga 
Koperasi ini dapat berjalan dan membantu masyarakat .dari Zoom tapi kita lihat Upaya yang 
dilakukan kota Jayapura  upaya 1 samapai 3 sedangakan kota jayapura sudah melaukan 6 
upaya agar berkoordinasi ke pusat ,kemendagri atau Kemenko. 

2) Di pastikan untuk OPD pertanian dalam melaksanakan gerakan menanam boleh bersamaan 

dengan program Walikota turun Kampung. 

                 NOTULIS 

 

            KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI 
            BAPPEDA KOTA JAYAPURA 

 

 
               DEASY KRESNA KAAF,SE 
                            NIP.19761213 2002122004 
 

 

              Pimpinan Rapat 

  

 

 

 

 

 



 

DOKUMENTASI RAPAT TPID 19 AGUSTUS 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK SEKDA KOTA JAYAPURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

DOKUMENTASI RAPAT TPID 25 AGUSTUS 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK SEKDA KOTA JAYAPURA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jayapura, 30 Agustus 2025  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

                              Pimpinan Rapat, 

                     WAKIL WALIKOTA JAYAPURA  

 

                   Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM 

 



 

DOKUMENTASI RAPAT TPID 2 SEPTEMBER 2025 DIPIMPIN BAPAK WAKIL WALIKOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

                              Pimpinan Rapat, 

                     WAKIL WALIKOTA JAYAPURA  

 

                   Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura  

Hari/Tanggal :   Selasa 16 September 2025 

Pukul : 09.00 WIT – Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Walikota 

Pimpinan Rapat : Walikota Jayapura 

 

 
I. Dasar Hukum : 

Menindak lanjuti Rakor Inflasi  yang di impin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri 

dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri Nomor:T.000 

1.5 /6277 SET /SJ perihal rapat koordinasi pengendalian inflasi. 

II. Peserta Rapat : 
1. Asisten Bidang Pembangunan Dan Kesra 

2. Inspektur 

3. BPS Kota Jayapura 

4. Kepala BPKAD Kota Jayapura 

5. Kepala Bappeda Kota Jayapura 

6. Kepala Dinas PUPR dan KP Kota Jayapura 

7. Kepala Dinas Perindagkop  dan UKM Kota Jayapura 

8. Kepala D i n a s  S o s i a l  Ko t a  J a y a p u ra  

9. Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura 

10. Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura



  

 

 

 

 
Keterangan: rapat dipimpin oleh Bapak Walikota Jayapura 

 
 

III. Arahan Walikota Jayapura 

- Ucapan salam 
Walikota Jayapura : 
Pemerintah Kota harus menperhatikan apa yang di sampaikan oleh pusat untuk kita 
se;aku TPID Kota jayapura melakukan sesuai tu poksi masing –masing ,pertanian dengan 
anggaran yang di bagi ,perikanan dan Perindagkop,dilaksanakan baik menyangkut upaya 
–upaya yang dilakukan dan harus dilaporkan sehingga dapat tercatat yang telah 
melakukan upaya – upaya  pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura tahun 2025 .di 
harapkan bagi  opd teknis pertanian untuk melakukan  upaya penanaman cabe dan 
bawang merah karna kita di Kota Jayapura merupakan Komoditas penyumbang  
inflasi,sehingga masuk pada Nataru nanti bisa menambah stok di Kota Jayapura ,bila 
kekurangan kita menambah dari luar dengan melakukan kerja sama antar daerah . 
   
 

  



  

        Asisten II :Berharap teman teman OPD perindagkop untuk aktif dalam pengiriman data 
haega pangan ke Inspektorat agar dilaporkan perkembangan harga di 
Kota Jayapura.  

       
Kabid Koperasi   : Untuk Koperasi Merah Putih  kami sudah laksanakan pengurusan akata 

bpendirian koperasi  sebanyak 25 Kelurahan .Sedangkan kampung 
akan di urus oleh BPMPK .  

      
Walikota  : Perlu kita perhatikan untuk upaya –upaya yang belum kita lakukan  BTT 

untuk Koperasi segera di realisasikan  untuk pengurusan Koperasi merah 
putih dan Perindagkop terus berkoordinasi dengan kementrian 
Koperasi,Juknisnya seperti apa yang akan di lakukan di daerah ,sehingga 
Koperasi ini dapat berjalan dan membantu masyarakat .dari Zoom tapi 
kita lihat Upaya yang dilakukan kota Jayapura  upaya 1 samapai 3 
sedangakan kota jayapura sudah melaukan 6 upaya agar berkoordinasi ke 
pusat ,kemendagri atau Kemenko. 

                
Walikota           : Bagaimana dengan PU apakah perlu di buat perijinan untuk sekolah  rakyat dan 

sekolah unggulan garuda,dan koordinasi dengan Bappeda untuk 3000 
rumah. 

   PUPR                :      BPG kami menyiapkan semua permohonan yang masuk,selama mereka 
belum peruntukan ruang harus di lihat pemilikan.Hampir semua lahan di 
Muaratami adalah lahan pertanian dan perikanan . 

 Permohonan yang masuk kalau tidak sesuai RTRW maka dengan sendirinya 
aplikasi yang menolak,karna daerah pertanian atau perikanan,mungkin bisa 
di bantu dari revisi RTRW supaya bisa berubah fungsi lahan.Pada saat rapat 
developer sudah tau karna ada berita acaranya, daerah mana saja yang 
tidak bisa di bangun.  

 IMB yang sudah di selesaikan yaitu Jayapura utara,Jayapura selatan dan 
Abepura ada tiga Distrik,dalam tahapKP1 ,dalam konsultasi public semua 
stelkoder memberikan masukan sebanyak –banyaknya untuk daerah 
pertanian ,jayapura utara,Heram.dan aka ndi masukkan dalam KP2 agar 
tidak ada lagi kekurangan, untuk rencana tata ruang. 

Bappeda  :   Sesuai dengan RDTR  wilayah distrik Abepura dan Jayapura  
selatan,sedangkanuntuk RTRW yang masih revisi,dan masalah sekarang ada I 
BWS . Bappeda sudah menyurat ke  BWS yang kedua kalinya dan belum 
mendapat Rekomendasi bahkan komunikasi juga terputus.mungkin ada 
kebijakan pa Wakil untuk mengundang BWS lagi. 

 
 
 



  

Walikota   : TPID Kota jayapura harus berkolaborasi dengan BI,Bulog,BPS, BUMD dan 
BUMN di Kota ,dan permasalahan kita diJayapura Irigasi Pertanian  yang 
menghambat hasil pertanian    bahkan ikan  keramba perlu kita bertemu 
rapatkan dengan BWS,untuk irigasi di daerah peranian Muaratami.  

 
 

ARAHAN BAPAK WALIKOTA : 
1. Perlu memperhatikan Program Pusat dan memberikan laporan ke Walikota untuk melihat 

Progres Perkembangan dari  Program Prioritas presiden.  
2. Tim Pengendalian Inflasi Harus berkolaborasi dengan BPS untuk melihat permasalahan 

komoditas pemicu inflasi di Kota Jayapura dan Dinas  Pertanian untuk memberi Informasi 
terkait data  perkebunan cabe ,dan bawang merah ,selanjutnya mengatur pola tanam 
agar tidak terputus untuk produksinya. 

3. Irigasi –irigasi yang menjadi kendala di daerah pertanian dapat di laporkan untuk rapat 
bersama ,mencari jalan keluarnya agar perkebunan bahkan padi dapat tumbuh subur dan 
berproduksi dengan baik. 

 
 

                   Notulis 

            KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI 
            BAPPEDA KOTA JAYAPURA 

 

               DEASY KRESNA KAAF,SE 
            NIP.19761213 2002122004 
      

                                 PIMPINAN RAPAT,  

                            WALIKOTA JAYAPURA  

  

                          ABISAI ROLLO, SH, MH 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

  

 



  

 



  

 

 

                   Notulis 
            KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI 
            BAPPEDA KOTA JAYAPURA 

 
               DEASY KRESNA KAAF,SE 
            NIP.19761213 2002122004 
     
  
                                  PIMPINAN RAPAT,  
                              SEKDA KOTA JAYAPURA 

  
 MUCHLIS KARIM, SE,MM 
 PEMBINA UTAMA MUDA 
 19710414 199712 1 001 



  

 

 

 

 

 

 

KOMPONEN 

KEBIJAKAN 

 

 

 

 



  



  

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

KOMPONEN 

AKUNTABILITAS 
 



  



  



  



  



  

 

                   Notulis 
            KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI 
            BAPPEDA KOTA JAYAPURA 

 
               DEASY KRESNA KAAF,SE 
            NIP.19761213 2002122004 

 

 

 



  

DOKUMENTASI CAPACITY BUILDING TPID 13 NOVEMBER 2025 
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Pengukuran Kinerja TPID Terbaik 

Kabupaten/Kota 2025 

 

Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID  

Tahun 2025 

 
Kabupaten/Kota : KOTA JAYAPURA  

Nama Program Kerja:  
 

KEtersediaan LAhan Cabai dan Bawang Merah guna MengenDalikan 

Inflasi di Kota Jayapura (KELADI) 

 

 
Latar belakang 
pelaksanaan 
program kerja : 

      Pengendalian inflasi di Kota Jayapura memiliki tantangan geografis yang signifikan sebagai 
wilayah remote area dengan topologi beragam. Kota Jayapura sebagai pusat perekonomian 
Papua juga menjadikan wilayah ini sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain, 
termasuk bagi Provinsi Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Sebagai daerah konsumen, 
meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat mendorong dinamika harga yang 
perlu dikendalikan agar inflasi terkendali dalam sasaran nasional 2,5±1% (yoy). 
     Di sisi lain, ketidakpastian cuaca, alih fungsi lahan dan keterbatasan ketahanan pangan 
lokal menjadi tantangan struktural pengendalian inflasi. Dengan kontribusi nilai konsumsi 
Jayapura yang mencapai sekitar 15% konsumsi kota IHK di kawasan Sulampua, sinergi lintas 
K/L, pemerintah daerah, dan Forkopimda dalam program KELADI diperkuat sebagai upaya 
pengendalian inflasi berbasis 4K, melalui pemanfaatan peran kota Jayapura sebagai hub 
ekonomi Papua. Upaya ini diarahkan untuk menjaga inflasi tetap stabil di tengah tren inflasi 
Papua yang tercatat 2,54% (yoy) pada Desember 2025, meningkat dibandingkan 1,75% (yoy) 
pada Desember 2024, namun tetap terjaga dalam sasaran inflasi Nasional. 
     Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program KELADI, telah terlaksananya sinergi 
yang erat antar entitas di Jayapura, baik pemerintahan, instansi vertikal, hingga pihak swasta 
selaku pelaku usaha dan lebih khusus kelompok tani terkait di daerah. Pembiayaan program 
juga berkaitan dengan adanya sinergi yang terjalin, dibuktikan dengan total realiasi anggaran 
APBD Kota Jayapura sebesar  Rp.   5,698,174,500.00 dengan rincian kontribusi sumber OTSUS 
Rp  4,842,331,000.00 , APBD DAU  Rp.    389,112,000.00, DID Rp.  466,731,500.00 , serta kontribusi 
Bank Indonesia Rp.  338.500.000,- dalam rangkaian program KELADI.  

 

 
Implementasi 
program/kegi
atan 

     Implementasi program KELADI didasari atas potensi ekonomi yang berkaitan dengan inflasi 
pangan, dalam hal ini berarti komoditas pangan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. 
Terutamanya adalah komoditas bawang dan cabai. Dalam memastikan terkendalinya inflasi 
Jayapura, Program KELADI memastikan pengelolaan komoditas cabai dan bawang merah 
dimulai dari hulu guna memastikan ketersediaan pasokan. Pengelolaan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan oleh OPD teknis terkait dilakukan dengan pemberian bantuan 
pupuk/benih/bibit tanaman/sarana prasarana pertanian. Selain itu, dilakukan juga pelatihan 
dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendorong produktivitas pertanian lokal melalui 
capacity building kelompok tani dengan melaksanakan demonstrasi ploting area seluas 1 Ha 
dengan teknologi digital farming - drip system. Pilot project dilaksanakan pada beberapa 
kelompok tani yang diharapkan menjadi champion, diantaranya kelompok Tani Fajar Timur,  
Adil Makmur, Maju Jaya, Mandiri, Bambangpuan, Embun Pagi, dan Rukun Sentosa. Adapun, 
luasan pengelolaan lahan cabai mencapai sekitar 30 Ha dapat memproduksi +24 ton/tahun 
dan komoditas Bawang Merah dengan luas 5 ha memproduksi 120 ton/tahun.  Berdasarkan 
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pada jumlah produksi Cabai dan Bawang yang sangat terbatas, maka diperkuat dengan 
melakukan kerjasama B2B, B2C, hingga G2G, guna memastikan keberlanjutan dan inklusivitas 
dari program KELADI. Sinergi konkret lainnya tercermin dalam MoU antara Dinas Ketapang 
Kota Jayapura dan Distan Kab. Keerom yang berlaku hingga tahun 2028 perihal kerjasama 
distribusi dan pemasaran pangan serta pengembangan potensi daerah nomor 521/2021 dan 
Nomor 52/667/BUP serta diperkuat juga dengan Kerjasama dengan Universitas Hasanudin 
perihal kajian pengembangan komoditas pertanian berbasis kawasan di Kota Jayapura dengan 
nomor 520/210/VIII/2025 dan 3543UN4.1.7/PT.01.03/2025. Selain itu, dalam mengoptimalkan 
dampak pengendalian inflasi hingga masyarakat sebagai konsumen akhir, di sisi hilir turut 
didorong partisipasi rencana aksi pengendalian inflasi berupa pasar murah subsidi bersumber 
alokasi dana APBD di 39 Kelurahan/Kampung di Kota Jayapura, sebanyak 48 kali, dengan harga 
yang lebih murah sekitar 30%-40% terhadap harga di pasar tradisional selama satu tahun 
berjalan di 2025. Dukungan antar lapisan masyarakat dan jabatan hingga pimpinan daerah pun 
positif, salah satunya tercantum pada SK Walikota No.188.4/307/tahun 2025 perihal HAP 
untuk komoditas aneka cabai yang meningkatkan dampak konkret pengendalian inflasi. 

Dampak/ha
sil yang 
diperoleh 
dari 
pelaksanaa
n 
program/ke
giatan 

  
 

Implementasi program KELADI terbukti membuahkan hasil berupa meredamnya inflasi 
terutama pada komoditas aneka bawang dan cabai. Mengacu pada data BPS, tercatat 
bahwa andil inflasi mtm aneka bawang di 2025 mengalami penurunan 0,018% basis poin 
atau setara 86,76% dibandingkan inflasi di 2024, begitupun dengan aneka cabai yang 
tercatat mengalami averaging down inflasi. Selain itu, dari sandingan data monitoring 
(Indeks Perubahan Harga) oleh Dinas Perindagkop dan UKM kota Jayapura, tercatat 
seluruhya mengalami perbaikan terhadap volatilitas perubahan harga, terutama cabai rawit 
lebih rendah -6,58 basis poin atau setara 95,01% dibanding tahun 2024, dan bawang putih 
menjadi lebih rendah -3,05 basis poin atau setara 85,1% lebih rendah tingkat gejolak 
perubahan harganya dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan program KELADI 
mendukung stabilitas harga terutama pada komoditas aneka bawang dan cabai yang 
menjadi fokus pengendalian inflasi melalui peningkatan ketersediaan lahan pertanian. 

Evaluasi/tindak 
lanjut yang akan 
dilaksanakan 

     Sebagai evaluasi dari pelaksanaan program KELADI, perlu dilakukan: 
1. Program keberlanjutan perihal capacity building bagi TPID, kelompok tani, hingga UMKM 

dalam memahami inflasi dan strategi pengendaliannya, tanpa menekan pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang mendukung kemandirian pangan lokal. 

2. Fokusan penyelesaian permasalahan struktural inflasi terutama perihal ketidakpastian 
cuaca, melalui capacity building penggunaan tools digital prakiraan cuaca BMKG serta 
penyaluran bantuan yang berfokus tidak hanya dorongan produktivitas tetapi juga mitigasi 
risiko dari adanya bencana alam yang menyebabkan gagal panen oleh petani lokal. 

3. Penindaklanjutan secara tegas fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha di pasar, baik 
dalam konteks distributor, tengkulak, maupun retailer sebagai pemasok pangan. 



 

 

Pemberian Bantuan Pupuk 

Pemberian Bantuan Bibit Cabai, Panen Raya, dan Peningkatan 

Kompetensi Petani 

Panen Raya Champion Bawang 

Pemberian Bantuan Alat Produksi Pertanian 


